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TENTANG

GIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

A
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAH

I

B
’ bahwa

AAT TUHAN YANGMAHA ESA
UPATI MAMUJU,

AHUN 2020
DANA DESA |

untuk melakukari penyesuaian . terhadep
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020
tentan
Nomor
Desa,

Perubahan Atas Peraturan Ment
'205/PMK.07/2019 tentang Peng

teri Keuangan
|

relolaan Dana.
sehingga perlu dilakukan perubahan atas

Peratu an Bupati Mamuju Nomor 1 |Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, untuk
penye
pedoman penggunaan, dan peman

ipurnaan penyaluran,

evaluasi pengelolaan Dana Desa;
t a

b. bahwa|
dimaks
Peratur

perdasarkan pertimbangan.
ud dalam fwuruf a, perlu
an Bupati tentang Perubahan A
Nomor 1 Tahun .2020 tentanBupati

Pembagian dan Penetapan Rincian Dan:
Desa Tahun Anggaran 2020.

1. Undan: ,-Undang Nomor..29. Tahun 1

Pembentukan Daerah ‘ Tingkat II

(Lembah
Nomor

ran Negara Republik Indonesia
\74, Tambahan Lembaran Neg

Indonepia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang -
Pember
Negara!
Tambal]
Nomor

+422);

penatausahaan,
tauan serta

sebagaimana
imenetapkan

tas Peraturan
g Tata Cara
aA Desa Setiap

959 tentang .

di Sulawesi.
Tahun 1959
ara Republik

itukan Provinsi Sulawesi Barat ((Lembaran
{Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
han Lembaran Negara Republik Indonesia

ig



. Undan}

Nomor|
Indone

. Undan
Pemeri

tentang Desa
Tahun 2014 -

ara —_
s-Undang

Noior 6 Tahun 2014
aran Negara Republik Indonesia
7 Tambahan Lembaran Neg

sia Nomor 5495);

g-Undang
Nomor 23 Tahun

2014 tentang
notahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembafan Negara Republik Indonesia |Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir
dengan
tentan;
Nomor|'

(Lemba:
Nomor';
Indone:

. Peratu
Peratu
Tahun

|

Repub

Undang-Undang Nomor 9 /Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
iran Negara Republik Indonesial Tahun 2015
58 Tambahan Lembaran

Negara
Republik

sia Nomor 5679);

ran Pemerintah Nomor 43 Tahun] 2014 tentang
ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
2014 tentang Desa (Lembaran Negara

il Indonesia Tahun 2014 |Nomor 123,

3.
(Lemb

4,

Tambahan Lembaran Negara Repub
Nomor|5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerinta
Tahun 2019 tentang Perubahan
Peratu ran Pemerintah Nomor 43 Tahun

Pelaksanaan Undang-Unda
Tahun|| 2014 tentang Desa (Lemb

Repubh
ik Indonesia Tahun 2019

Tambahan Lembaran Negara Repubaa 1);

. Peratutran Pemerintah Nomor 60 Tahun
Dana

|

Desa Yang Bersumber

lik Indonesia
1 beberapakali
th Nomor 11
Kedua Atas
2014 tentang
ing Nomor 6
aran Negara
Nomor 41,.

lik Indonesia

2014 tentang
dari Anggaran

Pendapatan Gan Belanja, ‘Negara . (Lembaran Negara
|Nomor 168,

5.

turan

6.

r 8 Tahun

Republik Indonesia Tahun 2014

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor; 5558) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomo

2016tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

PemerintahNomor 60 Tahun 2014 tenta

Yang Bersumber
dari ‘Anggaran Pen

Belanj a Negara (Lembaran Negara Repu
Tahun)

Repub!
lik Indonesia Nomor 5864);

ng Dana Desa
dapatan dan-
blik Indonesia

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

2019 tentang
‘Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

“7. ret Pemerintah Nomor 12 Tahun,

ik Indonesia Tahun 2019
han Lembaran Negara Repub
|6322);

'

Repubt
Tamba
Nomor

Nomor 42,
lik Indonesia



10.

11,

2018

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus |Disease 2019

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancanan
Yang Membahayakan |Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keungan
(Lembt

an: Negara Republik Indonesia Tahun 2020

8.

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonssia Nomor 6485);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ffentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia

|

Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun.
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 015 tentang
Pemb mtukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

|

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
‘tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Te

e

Negar: Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

aias |
121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketigaic

atas Peraturan Menteri -Keuangan, Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan

Transfer ke
Daerah: dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indongsia Tahun 2018 Nomor 1341);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 |Nomor 1700)

sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang

~

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020.
Nomor 384);

;
.

peratran Menteri DéSa, Pembangunan Daerah
Tertingeal dan Transmigrasi Nomor 1/1 Tahun 2019
ten g Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia| Tahun 2019

. Nomor 1012} sebagaimana telah’ diubah dengan
Peratuiran Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas .

Peraturan Menteri
| Pembangunan Daerah Tertinggal dan
migrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

Pengguunaan Dana Desa Tahun 2020 |(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomoy 632);

1a

P
Desa
Trans



|Dana
Mamuju Tahun 2020 Nomor 2)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7
Tahun| 2019 tentang. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah

Kabupaten Mamuju Tahun
2019

jomor
100);

14. Peratu ran Bupati Mamuju Nomor 124 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019‘
Nomor/'808) sebagaimana telah diubah beberapakali,‘ terakhir dengan Peraturan

© -Bapati'. Nomor -7

Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Mamuju Nomor 124 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020
Nomor;8).

MEMUTUSKAR:
Menetapkan =: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI.MAMUJU NOMOR 1 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN

_PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

TAHUN NGGARAN 2020.

Pasal I
Bahwa berdasarkan beberapa|ketentuan Dalam Peraturan Bupati Mamuju
Nomor 1 Tahun 2020 tentang

|i

|Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten

|

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

jiubah sebagai berikut:
1.| Ketentuan Pasal 1 diubah, s hingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki/batas wilayah
°

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/a hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkanbagi Desa yang ditransfer
‘melalui Anggaran Pen lapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan

™

ds

kemasyayakatan
pemberdayaan masyar at.
Alokasi Dasar adalah okasi minimal Dana Desa yang akan diterima
oleh setiap Desa secara; merata yang besarnya dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari jaggaran Dana Desa yang dibagi

dengan jumlahDesa di Kabupaten Mam,

3.

Alokasi Kinera alokasi yang diberikan kepada Desa yang4,
memiliki hasil penilaian ki
Alokasi Formula adalah|jalokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas Wwilayah Desa,|
dan tingkat kesulitan

can

Desa.

nerja terbaik
5.

Ss

d
rafis

Pemerintah Desa adal Kepala Desa yang disebut}dengan nama
lain dibantu verangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

hb



l10.

11.
|12.
13.
14.

{15.

Jumlah Desa adalah jumilah Desa di Kabupaten Mamuju sebanyak 88
Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Yang Selanjutnya Disingkat
APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disingkat
dengan KPPN, adalah Instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang
berada di bawah dan |bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Kanwil Ditjen PerbendaHaraan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau
Direktur Sistem Manajemen Investasi.
Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat
dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran
untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran |

Pendapatan dan Belanja|Daerah (APBD)..
Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN,
Rekening Kas Umum Daerah, Yang Selanjutnya Disingkat RKUD.Rekening Kas Desa, Yang Selanjutnya Disingkat

RKD.
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak |

mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak ekonomi akibat adanya pandami Corona Viris Disease 2019
(COVID-19). |

Aparat Pengawasan Interen Pemerintah yang selanjutnya disingkat
APIP adalah anarat pengawesan Pemerintah yang ‘bertengeung jawsb
langsung kepada Bupati!'

7.

8.

9,

.| Ketentuan Pasal 8 diubah, schingga Pasal 8 berbunyi sebagai /berikut :

|

\

;
Pasal8

I

|

Alokasi dasar sebagaimana|'dimaksud dalami’Pasal 3 hurufja, ditetapkan
sebesar 70,85% (tujuh puluh koma delapan puluh lima per seratus) dibagisecara merata kepada 88 Desa (delapan puluh delapan) Desa yang ada di
Kabupaten mamuju.

.| Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai |berikut :

>

Pasal 9

2.

3.

|

Besaran Alokasi Kinerja seti Ap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 3
huruf b, ditetapkan sebesar 1,78% (Satu koma tujuh puluh delapan per
seratus) dari pagu dana Desa, diberikan kepada 10 (sepuluh) Desa yang
_berkinerja terbaik di Kabupaten Mamuju.

.| Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

4.

-Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
| 3 huruf c, ditetapkan sebesar 27,37% (dua puluh tujuh koma tiga puluh.
‘‘tujuh per seratus) dibagikan kepada setiap desa secara berkeadilan, yangdihitung berdasarkan bobat dan dihitung dengan menggUnakan

rumus
| sebagaimana dimaksud

daldm
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

| Ketentuan Pasal 11 dalam tuba, sehingga Pasal 11 beybunyi sebagai
berikut :

di5.



Pasal 11

Bupatiini.
| berikut:

Pasal 12

(1) Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

menerima dokumen p
ketentuan:

seratus) dengan ketentuan sebagai berikut:

Dana Desa
setiap|Desa;2. peraturan Desa engenai APB Des; dan

3. surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

seratus) dengan
ketentuan

sebagai berikut:

sedikit sebesar 75% {tujuh puluh lima per seratus]

per seratus);
2. laporan konvegensi pencegahan stunting tingkat

anggaran sebelumnya;
dan

manfaat ELT
Desa. |'

'

. |Diantara Pasal 12 dan
Pasal:

13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaidan Pasal 12B, yang berbunyi sebagai berikut:
. Pasal 12A

dengan tambahan ketentuan sebagai berikut.:

masing:

penerima manfaat
Br

Desa;©

Penetapan rincian dan besaran Dana Desa untuk setlap Desa di
Kabupaten Mamuju Tahun [Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan |bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

.| Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga.Pasal 12 berbunyi sebagai

{2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan apabila Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa

rsyaratan penyaluran dari Bupati dengan

a. tahap I paling cepat|bulan januari sebesar 40% (empat puluh per

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan rincian

b. tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40% (empat puluh per
seratus) dengan ketentuan berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana’ Desa tahun anggaran sebelumnya; danc. tahap Ill paling cepat bulan juni sebesar 20% (dua puluh per

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tah¢ap IT menunjukkan realisasi penyerapan palingdan capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh

Desa tahun

3. peraturan Kepala Desa
nrengenai perietapan keluarga penerima

tu Pasal 12A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan
dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2)

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3
(tiga) buian, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-

1.bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan
persyaratan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga

2. bulan kedua
sebesal

15% (lima belas persen), dengan persyaratan
laporan

pelaksanasn,
BLT Desa bulan pertama; dan

3.bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen, dengan persyarataan .

6.

ait

7,

5311

laporanpeaks BLT Desa bulan kedua;



b. penyaluran Dana Desa tahap II dan III dilaksanakan sesuai
ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) maka: |

c. Dana Desa tahapI di rioritaskan untuk BLT Desa.

(9) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap | sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2)maka:
a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan

ketentuan :

1. penyaluran Dana Desatahap 1] dan tahap III dilaksanakan sesuai
ketentuandan persyaratan dalam pasal 12 ayat (2); dan

2. Dana Desa tahap || diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan

ketentuan :

1. Dana Desa tahap II sudah disalurkan secara bulanan dalam
kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan
setiap bulan masing- masing:
a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan

persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan, pertama; dan

c) bulan ketiga |10% (sepuluh persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2):
a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dan

memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf C; dan
b. Dana Desa tahap II

“Lee
a untuk BLT Desa.

\(4) Dalam hai Dana Desa ysng telah disalurkan ke RKD secara
a

bertahap
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) maupun’ penyaluran .

secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT

Dana Desa tahap berikutnya..’

Pasal 12B

Dalam rangka penyampaian |

okumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan. ketentuan:
‘a, tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Des;
b. tahap II berupa laporan reliasasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

c. tahap III berupa: |

1. laporan realisasi penyefapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap II menjinjukkan realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

n

nitas

Desa dapat menggun

n



(2)

.| Diantara ayat (1) dan ayat (

(1A), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.

| Diantara Pasal 18 dan Pas:
| berbunyi sebagai berikut :

laporan konvegensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya.

Pasal 18

2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat

Penggunaan Dana |: Desa diprioritaskan untuk membiayai
. pembangunan dan- nemberdayaan masyarakat yang].

' dituangkan
dalam rencana kerja Pemerintah Desa dengan ftujuan untuk
meningkatkan:
a. kesejahteraan masyarakat desa;
b. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
c. penanggulangan kemiskinan serta stunting.

| (1A) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi
atas pandemi Corona| Virus Disease 2019 (Covid-19), antara lain
berupa:
a. kegiatan Penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-

_19);dan/ataub. jaring pengaman sosic] di Desa.
Penggunaen Dana Desa sebagaimana dimaksud ‘p
mengacu pada prioritas penggunaan

Dana Desa yang
Peraturan Bupati ini. |

| Pasal 18A

ada ayat {1)
diatur dalam

al 19 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 18A, yang

Jaring Pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau
tidak mampu di Desa sebagai keluarga miskin atau tidak

mampu
di

Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksan
BLT Desa

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

akan kegiatan

Calon Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

8.

8.

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
bersangkutan; dan|b. tidak termasuk penerima

bantuan Program Kelu
(PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

arga Harapan

Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data. - Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). sivetapkan |

(2)

sebesar Rp.600.000,ao (enam ratus ribu rupiah) per keluarga
penerima manfaat pertbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga)
bulan terhitungmulai bulan yakni April, Mei dan. Juni tahun 2020.

APB Des paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
BLT Desa ating

ban
dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam

|Dana Desa yang diterizna Desa yang bersangkutan.



10,
Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

| (7) Dalam hal besaran Pana Desa untuk BLT Desa | sebagaimana
dimaksud pada ayat||(6) tidak mencukupi, Kepala} Desa dapat
menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat
persetujuan dari Bupati/atau pejabat yang ditunjuk.

| (8) Ketentuan mengenai kriteria, Mekanisme péndataan, penetapan data,
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(9) Pembagian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diberikan -

secara Nontunai (Cash Less).
Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1

(satu) ayat yaitu ayat
(1A), sehingga Pasal 20 berbuinyi sebagai berikut:

9,

|

Pasal 20

(1) Kepala Desa
bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Kepala Desa wajib melakukan publikasi atau transportasi APB Desa
dan laporan pertanggun jawaban melalui baliho transportasi.

-{3) Pemerintah Daerah
dapat melaicukan pencampingar:atas ‘penggunaan

Dana Desa.
(4) Tata Cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai
dehgan

pedoman yang ditetapkan| oleh menteri
teknis terkait. ;

(5) Pendampingan atas Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud| pada ayat (2) dilakukan | oleh Dinas

_ Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga

Pasal 21

| (1) Kepala Desa dalam rangka laporan pertanggungjawabar) ‘penggunaan
Dana Desa, menyampaikan laporan realisasi dengan tepat waktu. setiaptahap pencairan yakni Tahap IJ dan Tahap II tahun anggaran berjalan.|

| (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output| Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian|output tahun

anggaran sebelumnya;
b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai

dengan tahap II; dan |!

c. laporan konvergensi|| pencegahan stunting tingkat Desa
tahunanggaran sebelumnya.

1g

t

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
disampaikan paling lambat bulan Februari Tahun 2020.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana|Desa sampai
dengan tahap II

sebagaimana dimaksud pada ayat|(2) huruf b
disampaikan paling lambatakhir bulan Juni tahun 2020.

|
(5) Dalam hal terdapat pemitakhiran capaian output setelah batas waktu

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output
kepada Bupati, untuk! selanjutnya dilakukan pemutahiran data
pada aplikasi.

1



11.

()

|

(4)

12.

(6) Bupati dapat mendorong percepatan penyampaian laporan Realisasi

(7)

penyaluran Dana Desa melalui Dinas PMD Kabupaten Mamuju.
sebagaimana dimaksud}bada ayat (1) dengan senantiasa|berkoordinasi
dengan Kepala Desa.
Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa} sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) rangkap| untuk Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju, 1 (satu) rangkap’untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dan 1 (Satu) rangkap
untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah
. Kabupaten

Mamuju melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Kabupaten Mamuju.

h

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
. berikut:

| (2)

(3)

|

(5)

Pasal 22

KPPN menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
a. KPPN belum belum menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
b, terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat

pengawasan fungsional daerah; danc. dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak ~

melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi berupa| penghentian
penyaluran Dana Désa Tahap III tahun anggaran berjalan.

Dalam hal Bupati tid menyampaikan dalam persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai
dengan berakhirnya hun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan
menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada|ayat (2) tidak
dapat disalurkan kembali pade tahun angearan berikutnya.
Rekomendasi sebagaithana dimaksud pada ayat |(1)\ huruf ‘b
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal
terdapat potensi. atait telah terjadi penyimpangan penyaluran
dan/atau penggunaan Dana Desa.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)| disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA
penyaluran Dana Fisik|dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat|(1).

1

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

|
(2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas |:

a. sisa Dana Desa di RKD; dan /atau

b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 25



RINCIAN PAGU PERUBAHAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA

KABUPRTEN
MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran
Peraturan Bupati
Nomor Tahun 2020

|

Tentang Perubahan atas Peraturan BupatiMamuju Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020

No. URAIAN ANSGARAN |
+ TAHAP | TAP II TAHAP UL

| |

PERGESERAN 40% 40% 20%
‘

1 KEC, MAMUJU 3,628,377,000 4,451,350,800 1,451,350,800 725,675,400 3,628,377,000
1 |Bambu 966,475,000 386,590,000 386,590,000 193,295,000 966,475,000
2 |Kerampuang 832,012,000 332,804,800 392,804,800 166,402,400 832,012,000
3 |Tadui 944,441,000 377,784,400 377,764,400 189,882,200 944,411,000
4 |Batu Panny 885,479,000 354,191,600 354,191,600 177,095,800 885,479,000

|

il KEC. TAPALANG 6,545,851,000 2,618,340,400 2,618,340,400 4,309,170,200 6,545,851,000
1 [Orobatu 788,379,000 314,551,600 314,551,600 157,275,800 786,379,000
2 |Takandeang 909,105,000 363,642,000 363,642,000 181,621,000 909,105,000
3 |Bela 4,108,879,000 443,551,600 443,551,600 221,775,800 1,108,879,000
4 |Taan 1,089,454,000 435,781,600 435,781,600 247,890,800 4,089,454,000
5 |Tampalang 861,652,000 344,660,800 344,660,800 172,330,400 861,652,000
6 |Rantedoda 930,275,000 372,110,000 372,110,000 186,055,000 ‘930,275,000
7 |Kopeang 860,107,000 344,042,800 344,042,800 172,021,400 860,107,000

ill KEC, KALUKKU 10,436,753,000 4,174,701,200 4,174,701,200 2,087,350,600 |. 10,436,753,000
1 |Sondcang 988,342,000 395,336,800 395,336,800 197,688,400 988,342,000
2 |Beru-Beru 988,866,000 395,554,400 395,554,400 197,777,200 988,886,000
3 | Belang Belang 1,082,624,000 433,049,600 433,049,600 216,524,800 1,082,624,000
4 |Kabuloang 807,778,000 323,111,200 323,111,200 181,555,600 807,778,000
5 |Keang 4,285,780,000 514,312,000 514,312,000 257,156,000 4,285,780,000
6 |Pokkang 1,261,041,000 504,404,400 504,404,400 252,202,200 1,261,011,000
7 |Gutling 4,087,857,000 435,142,600 435,142,800 217,571,400 1,087,857,000
‘8 {Uhaimate 942,468,000 376,986,400 376,988,400 188,493,200 942,466,000
9 |Kalukku Barat 99,557,000 395,822,800 395,822,800 197,911,400 989,557,000
10 |Pammulukang 1,002,452,000 400,980,800 400,980,800 200,490,400 4,002,452,000

|

|

Vv KEG. KALUMPANG 12,337, 453,000 4,934,983,200 4,934,983,200| -2,487,491,600/ 12,337,458,000
1 |Kalumpang 826,323,000 330,520,200 330,529,200 165,264,600 826,323,000
2 |Karataun 935,451,000 374,060,400 374,050,400 187,030,200

*

935,151,000
3 |Karama 974,674,000 389,869,600 389,869,600 194,934,800 974,674,000
4 |Siraun 1,134,140,000 452,456,000 452,456,000 226,228,000 | _- 4,131,140,000
5 |Tumoga 893,614,000 357,445,600 "357,445,600 178,722,800 893,814,000
6 |Satumakki 817,658,000 327,063,200 327,063,200. 163,531,600 817,658,000
7 [Polio 908,332,000 362,532,800 1 362,532,600 181,266,400 906,332,000
8 |Limbong 853,056,600 341,222,400 341,222,400 170,614,200 853,056,000
9 |Sandapang 791,472,000 316,588,600 316,588,800 158,294,400 791,472,000
10 |Kondo Bulo 840,782,000 336,312,800 336,312,800 168,156,400 840,782,000
11 |Makkatiki 4,136,099,000 454,403,600 454,403,600 227,201,800 4,136,009,000
12 |Batu Makkada 1,194,963,000 477,985,200 477,885,200 238,992,600 1,194,963,000
13 |Lasa’ 4,036,284,000 414,513,600 414,513,600 207,258,800 1,036,284,000

[
v KEC, PAPALANG 8,210,484,000 3,284,193,600 3,284,193,600 4,642,098,800 8,210,484,000
1_|Toabo 947,087,000 378,834,800 978 934,800 199,417,400 847,087,000
2 |Papalang 1,089,291 ,000 435,995,400 495,996,400 217,998,200 | _4,089,994,000
3 |Bonda 1,034,014,000 413,604,400 413,604,400 206,802,200 4,034,011,000
4 |Topoe 1,143,968,000 457,587,200 457,567,200 228,793,600 1,143,988,000
5 |Salukayu 825,413,000 330,165,200 330,165,200 165,082,600 825,413,600
6 |Sukadamai 747,608,000 299,043,200 299,043,200 149,521,600 747,608,000
7 |Boda-Boda 775,342,000 310,136,800 310,136,800 155,068,400 775,342,000
8 |Sisango 763,662,000 305,464,800 205,464,800 152,732,400 783,662,000
9 |Baty Ampa 863,402,000 353,360,800 353,360,800 176,680,400 883,402,000

vi KEC. SAMPAGA §,770,283,000 2,308, 113,200 2,308,113,200 1,154,056,600 5,770,283,000
1 [Bunda 778,935,000 311,598,000 311,598,000 155,799,000 778,995,000
2 |Kalonding 867,251,000 322,900,400 322,900,400 161,450,200 807,251,000
4 |Tarailu 757,969,000 303,187,600 303,187,600 151,593,800 757,969,000
4 |Sampaga 858,310,000 343,324,000 343,324,000 174,662,000 853,310,000
5 {Tanambuah 878,766,000 | 351,506,400 351,508,400 175,753,200 878,766,000
6 ISalubarana A7A 725 oon | REN AOA NH Rn ROA NAN 475 U7 ann ATA PAR ANN



> a
Mil KEC, TOMNG 12,444,543,000 4,857,817,200 4,857,817,200 2,428,908,600 | 12,144,543,600

|Tommo 744,466,000 297,786,400 297,786,400 148,893,200 744,486,000

2 |Campatoga 855,106,000 342,042,400 342,042,400 171,021,200 855,108,000

3 |Buana Sakti 766,108,000 306,442,400 306,442,400 153,221,200 766,108,000

4 |Tamemongga 639,745,000 335,898,000 335,898,000 167,949,000 839,745,000

5 |Tamejarra 786,964,000 314,785,600 314,785,600 157,392,800 786,964,000

6 |Rantemario 1,187,028,000 $74,810,400 474,810,400 237,405,200 4,187,026,000

7 |Matino 764,988,000 305,995,200}: 305,995,200 152,997,600 734,988,000

8 |Kekullasang
*

622,741,000 329,098,400 329,096,400 164,548,200 822,741,000

9 |Leting 864,196,000 345,678,400 345,678,400 177,839,200 |. 864,196,000 |.

40 |Kalepu 787,766,000 315,106,400 25,106,400 157,353,200 |" "787,766,000

11 |Sandana 786,751,000 |, 314,700,400 314,700,400 157,350,200 786,751,000 |

{2 |Leling Barat $51,790,000 380,716,000 380,716,000 490,358,000 954,790,000

13 |Leling Utara 4,005,244,000 402,097,600 402,097,660 201,048,800 1,005,244,000

14 |Saludengen 392,661,600 392,661,600
|

196,330,800 984,654,000

|
J

vil KEC, SINBORO 5,822,598,000 2,329,039,200 2,329,039,200 4,164,519,600 5,822,598,000

1 |Botteng 778,944,000 311,565,600 311,565,600 155,782,800 778,914,000

2 |Saletto 4,290,014,000 516,005,600 516,005,600 258,002,200 4,290,014,000
|

3 |Sumare 948,527,000 379,410,800 379,410,800 489,705,400 948,527,000

4 [Botteng Utara 967,551,000 387,016,400 387,016,400 493,508,200 987,541,000

5 |Tapandullu 818,113,000 327,245,200 327,245,200 163,622,600 818,113,000

6 |Patidi 1,019,489,000 407,795,600 407,795,600 203,897,800 4,019,489,000

|

{| _KEC. TAPALANG BARAT 6,198,305,000 2,478,522,000| _-2,478,522,000 4,239,261,000 6,196,305,000

1 [Dunokait 853,668,000 341,475,200 341,475,200 170,737,600 |. 853,688,000

2 {Lebani 819,170,000 327,668,000" 327,668,000 163,834,000 819,170,000

3 {Lebuang Rano 1,128,588,000 451,435,200 451,435,200 225,717,600 4,428,588,000

4 {Pasabu 794,040,000 317,616,000 "317,816,000 158,608,000 794,040,000

5 |Tanete Pao 817,275,000 326,910,000 326,910,000 163,455,000 817,275,000

6 |Pangasaan 988,674,000 387,459,600 387,469,600 193,734,800 968,674,000

7 Janu 814,870,000 325,948,000 925,948,000 162,974,000 814,870,000

i |

x KEC, BONEHAU 8,201,507,000 3,280,602,800 3,280,602,800 4,640,301,400 8,201,507,000

1 |Bonehau 4,090,653,000 436,261,200 436,261,200 218,130,600 4,090,653,000

2 |Salutiwo 857,526,000 243,010,400 343,010,400 171,505,200 857,526,000

3 |Buttuada 4,017,230,000 406,892,000 408,892,000 203,448,000 4,017,230,000

4 |Tamalea j 780,148,000 312,059,200 312,059,200 $56,029,600 780,148,000

-] 5 |Lumika 828,377,000 331,350,800 331,350,800 165,675,400 828,377,000

6 |Mappu 810,903,000 324,361,200 324,381,200 162,180,600 810,903,000

7 |Banuada 876,834,000 350,733,800 350,733,600 175,386,800 876,834,000

8 |Hinva 782,700,000 313,080,000 313,080,000 156,540,000 782,700,000

9 |Kinatang 4,157,136,000 462,854,400 462,854,400 231,427,200 4,157,436,000

|

XI | KEG, KEP.BALABALAKANG 1,686,892,000 674,756,600 674,758,800: 337,378,400 1,685,892,000

1 |Bala Belakang 800,072,000 356,028,800 356,028,800 178,014,400 890,072,000

2 {Bale-Balakang Timur 796,820,000 318,728,000 318,728,000 159,364,000 | 798,820,000

| |

88 JUMLAR 80,981,051,000 | 32,392,420,400} 32,392,420,400 16,196 210,200
80,981,054,000

I

4

|

l

> dg. '

1.654.000

MUJU

SIWA


